WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR32 TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
Pengelolaan barang milik daerah perlu diatur dengan
Peraturan  Walikota tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengingat ¢ 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan

g Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tunjangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentane
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telah diu fe!ﬂ'khir'
Tahun 2008 tentang Perubahan Ke
Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan ~ Keuangan  Pemerintah ~ Pusat  dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang "
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran i
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, |
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2967);

11. Peraturan Pemerintah  Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan
Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4073);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ten
(Hibah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara R
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
Pengelolaan Keuangan Daenah
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Pemerinah Nomor 6 Tahun 2000 enty

Indonesia Tahuenga;OOB Nomor 78, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
merintahan antara Pemerintah,

Pembagian Urusan Pe .
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kabupaten (Lembaran  Negara Republik :
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Kerjasama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia ahun 2007 Nomor 82, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008
gan Daerah Kota

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuan

Serang (Lembaran Daerah Kabupaten SerangeTahun 2006
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2008 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);

21. Perda Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisai Dinas
Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2008 Nomor 9);

29 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisai Lembaga
Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang

Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG SISTEM
DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH

|
|
‘
|

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Serang;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemeri
2 Detu:rnarctl erwakilan Rakyat Daerah 1

Scanned by CamScanner



T

~ beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; e .
b«wmmdmbemnggummbmm oordinasi
pengelolaan milik daerah "
O-Pcnmpmaoumwikomhmmmmmwm
Barang Milik Daerah (PIBMD)yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola
adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggnun
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja
Daerah (SKPD);
9. Pengguna Barang adalah Kepala SKI'D sebagai Pejabat Pemegang kewenangan
Penggunaan Barang Milik Daerah;
10. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk
mengunakan barang vang berada dalam penguasaannya;

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
perangkat daerah pada Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah.

12. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program;

13. Penyimpan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyimpan adalah
Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan
barang milik daerah;

14. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang dalam proses pemakaian yang ada disetiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Unit Kerja; Pengurus Barang Milik Daerah
vang selanjutnya disebut Pengurus adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang daerah diluar kewenangan pemegang barang daerah yang
ada disetiap unit kerja atau satuan kerja;

15. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai perfaturan perundang-
undangan;

16. Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pejabat
tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Serang yang ditetapkan;

17. Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis,
spesifikasi serta kualitasnya; S

18. Standarisasi Barang adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikas
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mgPthgl’rmadalahkegilﬂnatluﬁndlkmmﬂuk :
kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan
tersedia;

22. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
daerah dan atau pemeliharaan barang daerah; .

23, Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas
poko dan fungsi instansi yang bersangkutan;

24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam bentuk
sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun
serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;

25.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;

26. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah
dengan pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tertentu berakhir

diserahkan kembali kepada pengelola barang;

27. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
daerah bukan pajak atau pendapatan daerah dan sumber pembiyaan lainnya;

28. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu;

29. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati;

30. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyeleng
dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang
lainnya;

31. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau per

gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja
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34. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pesitl ‘
penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari
inventaris barang daerah; i
35. Pemindahtanganan adalah pengalihan  kepemilikan barang mlhk daerah R
sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, /.
dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kota Serang;
36. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak
lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
37. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
dilakukan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah
Daerah atau antara Pemerintah Daerah dangan pihak lain, dengan menerimgl
penggantian dalam bentuk barang, ~sekurang-kurangnya dengan nilai
seimbang;
38. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, antar
Pemerintah Daerah atau dari Pemetintah Daerah kepada pihak lain tanpa
memperoleh penggantian;
39. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham
daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) atau Badan Hukum lainnya;

40. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;

41. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitia yang selektif didasarkan pada
data atau fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode atau
teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah;

42. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang
memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang;

43. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang
dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, yang terdiri atas kendaraan
perorangan dinas, kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan

dan kendaraan dinas khusus atau lapangan; 2

44. Pihak Ketiga adalah pihak-pihak selain Satuan Kerja Perangkat Daerah
yaitu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (]
/), Badan Usaha Miliik Negara (BUMN), B

Koperasi,

Scanned by CamScanner



48 Rekonsiliasi data BMD adalah proses pencocokan data BMD yang diproses
dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen
sumber yang sama;

49, Pemutakhiran data adalah kegiatan update data dan laporan BMD dengan cara
melengkapi unsur-unsur data BMD, terkait adanya penambahan atau
pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMD.

BABII
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 2

(1) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan
pengelolaan barang milik daerah;

(2) Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan barang milik daerah

mempunyai wewenang :

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. Menetapkan Pengguanaan, pemanfaatann atau pemindahtanganan tanah

c. Menetapkan Kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah;

d. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
memerlukan persetujuan DPRD;

e. Menyetujui atau menolak usul pemindahtanganan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;

f. Menyetujui atau menolak usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain

g. Menyetujui dan menetapkan penjualan barang milik daerah yang tidak
melalui kantor lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) Walikota dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai
dengan fungsinya dibantu oleh :

a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang;

b. Kepala SKPKD Selaku Pembantu Pengelola Barang;

c. Kepala SKPD selaku Pengguna barang

FPen S | ¢
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Pasal 3
(1) Sekretaris Dacrah selaku Pengelola Barang milik Daerah berwenang dan

jawab :

a. Menetapkan pejabat yang menyimpan dan mengurus Barang Milik
Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah; 3 .

b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BarangM'ﬂlkDaerah. e

. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawa
Barang Milik Daerah;

d. Mengatur ~ pelaksanaan ~ pemanfaatan, ~ penghapusan, dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh

WALIKOTA dan/atau DPRD; _ ik -
e. Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik

Daerah; 7 %, =
f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik
Daerah;
g Mengelola Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD);
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai g secara
teknis dilaksanakan oleh Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 4

(1) Kepala SKPD sebagai Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan
bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah dilingkungan SKPD
masing-masing;

(2) Kepala SKPD sebagai Pengguna Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kebutuhan barang unit untuk tahun berikutnya dan
melaporkan kepada Pembantu Pengeloala Barang;

b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya;

¢. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuaan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya;

d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;

e. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau banguna yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

f. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya kepada WALIKOTA melalui
pembantu pengelola barang;

g Melakukan pengawasan dan endalian atas pengguna barang mili
daerah yang ada dalam penguas':a?}wya; "

h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semest
(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang b

dalam penguasaannya kepada pengelola barang; o
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Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang
dipimpinnya;

Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannnya;

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik
daerah yang ada dalam penguasaannnya; dan

Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) Yang berada

dalam penguasaannya kepada pengguna barang.

Pasal 6

Penyimpan Barang Milik Daerah bertugas :

a.
b.
C.

d.

€.

f.

Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;

Meneliti dan menghimpun dokomen pengadaan barang yang diterima;
Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen
pengadaan;

Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan

Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/ persediaan milik daerah
kepada pengguna barang;

Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran/penyerahan
barang secara tertib dan teratur sehingga memudahkan untuk mencari apabila
sewaktu-waktu diperlukanterutama dalam hubungannya dengan pengawasan;
Membuat laporan baik secara periodik maupun secara insidentil mengenai
pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengelola
melalui atasan langsungnya.

Pasal 7

Pengurus Barang bertugas :
a.

Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada dimasing-masing SKPD
yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu
Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventari Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI)
dan Buku Induk Inventaris (Bll), sesuai kodefikas dan penggolongan barang
milik daerah;

. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dzpehhara/diperbaiki&

dalam Kartu Pemeliharaan; ¥

. Menyiapkan Laporan
.. er oy T.“

Barang
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Pasal 8 ,

Penyimpanan Barang dan Pengurus Barang adalah eri Sipil
diangkat berdasar keputusan pengelola barang dan tid:keﬁ!leh merangkap jab:

dengan bendahara uang.
BAB III
PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan kebutuhan Penganggaran
Pasal 9
(1) Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dibantu Unit Kerja terkait
menyusun :

a. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; dan
b. Standarisasi harga; '

(2) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

(3) Standarisasi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah menyusun rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKPBD) yang disertai dengan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) yang
dihimpun dari usulan SKPD sebagai bahan prakiraan pengadaan barang tahun
berjalan.

Pasal 11

(1) Penyusun rencana kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada
standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah, dan
standarisasi harga;

(2) Rencana kebutuhan barang daerah untuk setiap unit yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipergunakan sebagai
dasar dan pedoman dalam melakukan suatu tindakan di bidang pengadaan.

Pasal 12

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan melalui 2 (dua)
tahap sebelum RAPBD ditetapkan dan setelah RAPBD ditetapkan; '

(2) Perencanaan sebelum RAPBD ditetapkan sebagaimana dimaksud ‘
(1) adalah perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam 1 (sa
anggaran .dlsusun masing-masing SKPD dengan : ;

standarisasi sarana dan Prasarana kerja pemerintah daerah, sta
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(3) Perencanaan setelah RAPBD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

I adalah sebagai berikut : . . "
a. SKPD menyusun Daftar Kebutuhan Barang Unit Tahunan dengan

berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan disampaikan kepada pembantu

pengelola barang;

b. Pembantu Pengelola Barang
SKPD menjadi Daftar Kebutu
masing SKPD;

c. Pengguna barang melaporkan Kebutuhan Barang SKPD kepada pembantu
pengelola Barang.

Daerah menghimpun Kebutuhan Bar:‘mg
han Barang Milik Daerah dari masing-

Bagian Kedua
Pengadaan
Pasal 13

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien,
efektif, transparan dan terbuka, bersaing adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 14

Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh pengguna barang
sesuai perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pengguna barang berkewajiban untuk membuat daftar hasil pengadaan
barang ftriwulan, semester dan tahunan serta Berita Acara Penyerahan

kegiatan/barang tahunan dilampiri dokumen-dokumen yang sah;

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota
melalui Pembantu pengelola barang;

(3) Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) perkembangannya
dilaporkan kepada pembantu Pengelola Barang setiap triwulan, semester dan

tahunan.

Pasal 16

1) Berdasarkan daftar hasil pengadaan dan Berita Acara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1), Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah
berkewajiban membuat daftar hasilpengadaan Barang Milik Daerah dal
satu semesteran dan tahun anggaran;

i (" e

R (2) Pembantu pengelola barang milik daerah mengajukan penet
T pengguna barang milik daerah kepada Walikota; e

satus
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Susunan Panitia Pemeriksaan Barang SKPD dibentuk dengan keputu:

Pengguna anggaran/ Pengguna Barang;

(3) Pemeriksaan Barang Daerah dilakukan untuk melihat kesesuaian antara

kualitas, kuantitas dan spesifikasi barang dalam kontrak/SPK dengan fisik
barang yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang SKPD;

(4) Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENYALURAN

Pasal 18

(1) Semua hasil pengadaan Barang Milik Daerah diterima oleh penyimpan barang

SKPD;
(2) Penyimpan barang sebagaimana
melaksanakan tugas administrasi penerimaan
k daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya

dimaksud ayat (1) berkewajiban
barang milik daerah;

(3) Penerimaan barang mili
disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 19

Penerimaan Barang Daerah sebagaimana di
dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa B

maksud dalam Pasal 18 ayat (1)
arang SKPD.

Pasal 20

berasal dari hibah, bantuan dan sumbangan

(1) Penerimaan barang yang
lalui Pembantu Pengelola Barang Milik

diserahkan kepada Walikota me
Daerah;

(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
diverifikasi oleh tim penerima barang;

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota yang
beranggotakan unsur pengelola barang dan pengguna barang terkait;

(4) Penerimaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
rita Acara Serah Terima (BAST) dengan dilampiri :

Risalah Berita Acara verifikasi Barang yang ditandatangani tim;

Daftar barang yang diterima beserta nilainya;

Dokumen keabsahan barang;

Dokumen tanah masing-masing bidang satu b

(SPH) asli;

. Materi hibah sebagaimana dimaksud disesuaikan Peraturan Perunda g
yang berlaku. -

angp

uah Surat Pelepasan Hak

(B REP A R
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b. Daftar barang yang diterima beserta
¢. Dokumen keabsahan barang
d. Dokumen t::mh, masing-masing bidang satu buah Surat Pelepasan

(SPH) asli.

. =

(6) Dalam hal mbang tidak diketahui keberadaannya Walikota mem ,
panitia pencatat/ peneliti terhadap aset fasilitas sosial dan utilitas umum yang
berada diperumahan tersebut;

(7) Hasil dari pencatatan/penelitian sebagaimana dima.kfiud pada ayat .(6)
dituangkan dalam berita acara pencatatan dan penelitian yang kemudian
dicatat sebagai aset milik Pemerintah Dacrah;

(8) Permohonan sertifikat atas fasilitas sosial dan utilitas umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimohonkan setelah masa berlaku HGB dan/atau
HGU berakhir.

Pasal 22

(1) Penyaluran barang milik daerah oleh Penyimpan barang dilaksanakan atas
dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna barang/kuasa
pengguna barang disertai dengan berita acara serah terima;

(2) Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengelola melalui
pembantu pengelola;

(3) Kuasa pengguna barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada |
pengguna.

BAB V
PENGGUNAAN
Bagian Kesatu
Penggunaan Barang Milik Daerah
Pasal 23

Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggara
tugas pokok dan fungsi SKPD, dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam -
rangka pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;

Pasal 24

Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai be
a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang diterim

Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang disert
Lty aan;

meneliti lapora
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= T bahwa tan ;

€pent penyelenggaraan tugas

dan/atau kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan; 1
@) Status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Walikota; :
(3) Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan

tanah dan/atau gbangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Walikota melalui pembantu pengelola barang.

Pasal 26

(1) Pengguna Barang Milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang bersangkutan kepada Walikota dikenakan sanksi berupa
pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud;

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud pasal 25 dicabut penetapan
statusnya.

Pasal 27

(1) Pengguna barang melaporkan tanah dan/atau bangunan yang diterimanya
kepada pengelola barang disertai usul penggunaannya;

(2) Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan
kepada Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya;

(3) Pengelola barang atas persetujuan Walikota menyerahkan tanah dan/atau
bangunan yang diterima dari pihak ketiga baik berupa hibah, kewajiban
berdasarkan perijinan tertentu kepada SKPD atau kepihak lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tindak lanjut dari penyerahan tanah oleh SKPD kepada Pengelola Barang
dan/atau yang dicabut penetapan statusnya sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD akan ditetapkan statusnya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi instansi Pemerintah lainnya, dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi
barang daerah dan/atau dipindahtangankan.

BAB VI
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 29
i 0s ik daceah berupa.:
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oy Bs ; Pasal 30 I'r.
arang milik daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak
yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah; E
&) Barang milik daerah yang disewakan tidak merubah status hukum;
®) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan
perundang-undangan;
(@) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama (5) tahun dan
dapat diperpanjang;
®) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang
sekurang-kurangnya memuat :
a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. Jenis, luas, atau jumlah barang besaran sewa, dan jangka waktu;
c. Tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama
jangka waktu penyewaan;
d. Persyaratan yang lain yang dianggap perlu.

(6) Barang Milik daerah, baik bergerak maupun tidak bergerakdapat dipungut
retribusi atas pemanfaatan barang tersebut;

(7) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

(8) Hasil Penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Pinjam Pakai
Pasal 31

(1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah
dan atau bangunan, dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan

penyelenggaraan pemerintah daerah;

(2 Pinjam pakai milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain
tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat

persetujuan Walikota;
(3) Barang milik daerah yang dipinjam pakaikan tidak merubah status
kepemilikan barang daerah;
(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun
dan dapat diperpanjang; .

pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian

A
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milik daerah yang dipinjampakaikan harus merupakan barang
tidak habis pakai;
e Peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya-biaya yang
diperlukan selama peminjaman;

. jam bertanggungjawab atas keutuhan dan keselamatan
8 Pengembualian barang milik daerah yang dipinjampakaikan harus dalam
keadaan baik dan lengkap;

h. Pernvataan pan mengganti atau memperbaiki apabila terjadi
Kehilangan atau kerusakan atas barang vang dipinjampakaikan.
Bagian Keempat
Kerjasama Pemanfaatan
Pasal 32

(1) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan sebagai berikut :
a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau
bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada
Pengelola;
b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah
masih digunakan oleh pengguna barang; dan

Kerjasama pemantaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

(@ Kerjasama pemanfaatan atas baran
avat(l) huruf a, dilaksanakan
mendapat persetujuan Walikota;

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan Pengelola Barang;

(4) Proses kerjasama pemanfaatan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-
undangan,

dan/atau banguna yang <~

-

<.

g milik daerah sebagaiman dimaksud pada
oleh Pembantu Pengelola Barang setelah

Pasal 33

) ﬂn:t”btm\g dﬂlhuuhndmgm
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dilarang ' menjaminkan
8 Jangka waktu kerjasama pemanfaalan paling lama 30 (tiga puluh) tahur
' sejak perjanjian ditandatangani.
@ Barang milik dacrah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah tanah untuk keperluan kebun binatang
(pengembangbiakan satwa/pelestarian satwa langka), Pelabuhan udara,
pengelolaan limbah, pendidikan, dan sarana olahraga);

() Besaran pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) |

huruf d dengan memperhatikan antara lain : J

a. Nilai tanah dan/atau bangunan sebagai objek kerjasama ditetapkan sesuai
NJOP dan/atau harga pasaran umum, apabila dalam satu lokasi terdapat
nilai NJOP dan/atau pasaran umum yang berbeda dilakukan penjumlahan
dan dibagi sesuai jumlah yang ada;

b. Kegiatan kerjasama pemanfaatan untuk kepentingan umum dan/atau
kegiatan perdagangan;

¢. Besaran investasi dari mitra kerja; ‘

d. Penyerapan tenaga kerja dan peningkatran PAD.

(4) Biava pengkajian, penelitian, penaksiran dan pengumuman lelang,
dibebankan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(5) Biaya vang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat
perjanjian, konsultan pelaksana.pengawasan, dibebankan pada pemenang.

Pasal 34

(1) Prosedur Kerjasama Pemanfaatan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Permohonan kerjasama pemanfaatan ditujukan kepada panitia
tender/lelang dan dilengkapi data-data sebagai berikut :
Akte pendirian;
Memilik SIUP sesuai bidangnya;
Telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya;
. Mengajukan proposal;
Memiliki keahlian dibidangnya;
Memiliki modal kerja yang cukup; dan
Data teknis :
a. Tanah : Lokasi/alamat, luas, status/IMB, Kondisi;
b. Penggunaan saat ini;
¢. Bangunan : lokasi/alamat, luas status/IMB, kondisi: -
&M Pﬁmbahan bangunan gedung dan fasth innya denga

R-pPado
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kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu s bentuk

pemanfaatannya bersama-sama dengan pihak pemohon;
¢. Melakukan penelitian lapangan;
d. Membuat beruta acara hasil penelitian; &
e. Memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada |
Walikota; . |
f. Menyampaikan surat jawaban  penolakan  atau persetujuan |
pemanfaatan dari Walikota tentang persetujuan pem.anfaatan;
g Menyiapkan Keputusan Walikota tentang persetujuan pemanfaatan;
dan
h. Menyiapkan surat perjanjian, dan Berita Acara serah Terima
Pemanfaatan.

(2) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas batrang milik daerah ditetapkan

dalam Surat perjanjian yang memuat antara lain :

Pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian;

Objek kerjasama pemanfaatan;

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan

Pokok-pokok mengenai kerjasama pemanfaatan

Data barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;

Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;

Besarnya kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan ditetapkan
dengan Keputusan Walikota dan dicantumkan dalam Surat Perjanjian

Kerjasama Pemanfaatan;

Sanksi;
Surat Perjanjian ditandatangani oleh pengelola atas nama Walikota dan

mitra kerjasama; dan
j. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

@™ an g

=

Bagian Kelima
Bangun Guna Serah
Pasal 35 ,

(1) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Pemerintah daerah memerlukan bangunan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka
penyelengaraan tugas pokok dan fungsi;

b. Tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan
oleh pengguna barang kepada Walikota melalui pengelola barang;

c. Pengguna tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata

; ?l:jﬁg Wilayalli/ Rer(;ilana Detil Tata Ruang;

. Tidak tersedia danadalam APBD untuk penyedi gunan ili
dimaksud; i den el
e. Barang milik daerah belum dimanfaatkan;
f. Mengoptimalkan barang milik daerah;
& Dalam rangka efisiensi dan efektifitas;
program pembangunan dan kemasya
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APlbilAtelahdiumumhnZ(dua)kalibertumt-tumtpemhumya cur
5 (lima) dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau
melalui negosiasi baik teknis maupun harga;
©) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkanselam jangka waktu

Pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

a. Membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun yang
besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk
oleh Walikota; ¥

b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek |
bangun guna serah; dan

€. Memelihara objek bangun guna serah.

(4) Objek bangun guna serah sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah
sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah;

(5) Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat
dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai peraturan perundang-
undangan;

(6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani;
(7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-
kurangnya memuat :
a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. Objek bangun guna serah;
c. Jangka waktu bangun guna serah;
d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

(8) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah harus diatasnamakan
Pemerintah Daerah;

(9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/ lelang, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i
e
1
3

(10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan/ pengawasan,
dibebankan pada pihak pemenang;

(11) setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah
terlebih dahulu diaudit oleh aprat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah
sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 37
Besaran kontribusi yang dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (7) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan ﬁm .
dmmwmkom dengan memperhatikan antara lain : ' )
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b. Apsbil permanfastn tanah fidsk merubsh sistus penggunas
(fungsi), dimana pola bangun guna serah dilakukan pembang
dibawah permukaan tanah, maka nilai tanahnya diperhitungkan separuh (
dari nilai sebagaimana dimaksud huruf a. "

C. Peruntukan bangun guna serah untuk kepentingan umum dan atau
kepentingan perekonomian/ perdagangan; ‘ .

d. Besaran nilai investasi yang diperlukan/ disediakan thak ketiga;

€. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.

Pasal 38

(1) Permohonan penggunausahaan ditujukan kepada Panitia tender/lelang dan !
dilengkapi data-data sebagai berikut : :

Akte pendirian;

Memiliki SIUP sesuai bidangnya;

Telah melakukan kegjiatan usaha sesuai bidangnya;

Mengajukan proposal;

Memilki keahlian dibidangnya;

Memilki modal kerja yang cukup; dan

Data Teknis:

1) Tanah : Lokasi/alamat luas, status, Penggunaan saat ini;

2) Bagunan : Lokasi/alamat luas, status kepemilikan;

3) Rencana Pembangunan gedung dan fasilitas lainnya dengan
memperhatikan KDB (Koefisien Dasar Bangunan ), KLB ( Koefisien
Luas Bangunan), Rencana Pembangunan dan lain sebagainya.

(2) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dan pasal 38 ayat (1)
antara lain :

a. Menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan

oleh pemohon;

b. Meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan
pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya
kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk
pemanfataan bersama-sama dengan pihak pemohon;

Melakukan penelitian lapangan;

Membuat berita acara hasil penelitian;

Memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Walikota;

Menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan dari

Walikota tentang persetujuan pemanfaatan;

g Menyiapkan Keputusan Walikota tentang persetujuan pemanfaatan; dan;

h. Menyiapkan surat perjanjian dan Berita Acara serah terima.

(3) Pelaksanaan bangum guna serah atas barang milik daerah ditetapkan dalam
surat perjanjian yang memuat antara lain :

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

objek bangun guna serah;

Jangka waktu bangun guna serah;

Pokok-pokok mengenai bangun guna serah;

Data barang milik daerah yang menjadi objek bangun serah:

Hakdanl(ewajibanparapihakyangterkz:kchlam gum o

Jumlah/besarnya kontribusi yang harus dibayar oleh pihak ke

Qo0 oP

mep oo

y@ ™E A0 o®
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(1

2

®)

a Pemerintah Daerah memerlukan ~bangunan
daerah untuk kepentingan pelayanan umum

penyelenggaraan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
b. Tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna

kepada Walikota melalui Pengelola Barang
naan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum

Tata Ruang, Wilayah/Rencana Detil Tata Ruang,
tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas

dimaksud;

Barang milik daerah belum dimanfaatkan;
mengoptimalkan barang milik daerah;
Dalam rangka efisiensidan efektifitas;

menambah/meningkatkan pendapatan daerah; dan’
Menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah

Daerah.

Bangun serah guna barang miii
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat

o

&

=R P

k daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (i),
persetujuan Walikota.

Pasal 41

Penetapan mitra bangun serah guna dilaksnakan melalui tender/lelang

dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/ peminat;

Apabila diumumkan dua kali berturut-turut peminatnya kurang dari 5 (lima),

dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung

melalui negosiasi baik teknis maupun harga;

Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu

pengoperasian, harus memenuhi kewajibansebagai berikut :

a Membayar kontribusi ke Kas Umum Daerah setiap tahun yang besarnya
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh

Walikota;

b. Mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian;
¢. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau i
guna; dan
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perjanjian ditandatangani;

®) Bang“nserahglmdﬂaksamkanberdasarkansumperjaniianyangsehmng.
kurangnya memuat: s
a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian,
b. Objek bangun serah guna
¢. Jangka waktu bangun serah guna; : -
d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

(9) Izin mendirikan bangunan hasil bangun serah guna harus diatasnamakan
Pemerintah Daerah;

(10) Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran dan pengumuman tender/lelang,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(11) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat
perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak
pemenang;

(12) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna
terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional pemerintah daerah
sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 42

Berdasarkan kontribusi yang dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim
yang ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan antara lain :

a. Nilai aset berupa tanah milik Pemerintah Daerah sebagai objek bangun guna
serah ditetapkan sesuai NJOP dan harga pasaran umum setempat dibagi dua,
dan apabila dalam suatu lokasi terdapat nilai NJOP dan harga pasaran umum
setempat yang berbeda, dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai dengan
jumlah yang ada;

b. Kegiatan kerjasama pemanfaatan untuk kepentingan umum dan atau
kepentingan perekonomian/ perdagangan;

c. Bersama nilai investasi yang diperlukan/disediakan pihak ketiga;

d. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD. !

Pasal 43
J O) Y% & 1 1 . v . dituimn Kew“ m m/mm

XA ven 1
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g. Data Teknis :
1) Tanah : Lokasi/alamat, luas, status, Penggunaan saat ini;
2) Bangunan : Lokasi/alamat, luas, status kepemilikan;
3) Rencana pembangunan gedung dan fasilitas lainnya dengan
memperhatikan KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KIZ.B (Koefisien
Luas Bangunan), Rencana Pembangunan dan lain sebagainya.

(2) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) antara lain :

a. Menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan

oleh pemohon;

b. Meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang dajukan
pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya
kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai bentuk
pemanfaatannya bersama-sama dengan pihak pemohon;

Melakukan penelitian lapangan;

Membuat berita acara hasil penelitian;

Memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Walikota;
Menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan dari
Walikota tentang persetujuan pemanfaatan;

g. Menyiapkan Keputusan Walikota tentang persetujuan pemanfaatan; dan
h. Menyiapkan surat perjanjian Berita Acara serah Terima.

mean

(3) Pelaksanaan bangun serah guna ats barang milik daerah ditetapkan dalam
surat perjanjian yang memuat antara lain :

Pihak-pihak yang terkaut dalam perjanjian;

Objek bangun serah guna;

Jangka waktu bangun serah guna;

Pokok-pokok mengenai bangun serah guna;

Data barang milik daerah yang menjadi objek bangun serah guna;

Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;

Jumlah / besarnya kontribusi yang harus di bayar oleh pihak ketiga;

Sanksi;

Surat perjanjian ditandatangani oleh pengelola atas nama Walikota dan ,

mitra kerjasama; dan ‘

j. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

~ o@D AN oD

Pasal 44

Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut :
a. Bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah k
Walikota setelah selesainya Pembangunan; guna kepada

b. Bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut
sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian.

BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian kesatu
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cara pemagaran, pemasangan tanda batas tanah, selai
dilakukan dengan penyimpanandan pemeliharaan serta tanda
barang; dan

d. Pengamanan h
kepemilikan dan upaya hukum.

ukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti

Pasal 46

(1) Pengamanan administratif sebagaimana dimaksu

huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
a. Pen administratif terhdap barang bergerak dilakukan dengan cara-

1) Pencatatan/inventarisasi oleh Pengguna untuk barang dilingkungan
SKPD dan dilaporkan kepada Pengelola melalui pembantu pengelola;

2) Pencatatan/inventarisasi oleh Pembantu pengelola barang untuk barang
yang dipertanggungjawabkan kepada pengelola;

3) Pembantu pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan
(BPKB, Faktur dan lain-lain) barang milik daerah.

b. Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan

dengan cara :

1) Pencatatan inventarisasi secara tertib oleh pengguna untuk barang
dilingkungan SKPD dan dilaporkan kepada pembantu pengelola;

2) Pencatatan/ inventarisasi secara tertib oleh pengelola untuk barang
dilingkungan pengelola / pembantu pengelola;

3) Penyelesaian bukti kepemilikan seperti : IMB, Berita acara serah terima,
surat perjanjian, akte Jual Beli/Surat Pelepasan Hak (SPH) dan dokumen
pendukung lainnya dilaksanakan oleh Pengguna barang sesuai tugas
pokok dan fungsinya;

4) Pensertifikatan tanah dilaksanakan oleh pembantu pengelola barang;

5) Penyimpanan bukti tanda kepemilikan dilakukan oleh pengelola dalam
hal ini dilaksanakan oleh pembantu pengelola;

Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan

cara pencatatan secara tertib.

2 Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud

dﬂaksamhﬂsebagaiberikut:
a,ngamnanbarangbergerakdﬂakukandmgancara:
1) Pemanfaatan sesuai fujuan; .
2) baik tertutup maupun terbuka; el
/hhldﬂﬂhlhnw gguna barang

-

d dalam Pasal 45 ayat (2)

pada pasal 45 ayat (2) huruf b
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tempat penyimpanan yang baik sesuai denglnsiﬁfmu‘m#
(3) P melalui hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat
engamanan ui upaya S, < asalah dengan pihak lain

(2) huruf d terhadap barang

dilakukan dengan cara : ;

a. Musyawaragh (negosiasijuntuk penyelesaian pada tahap ayval dmﬁ
oleh” pengguna barang dan pada tahp selanjutnya dilaksanakan

elola barang; ]

b. I%e:aia Pengadi]g;n Perdatamaupun pidana dikordinasikan oleh bagian
hukum;

c. Penerapan hukum melalui
atau penyitaan secara paksa
Badan Kesatuan Bangna,
Pamong Praja bersama-sama Bagian Hukum,
dan SKPD terkait.

tindakan represif/ pengambil alihan , penyegelan
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari
Politik, Perlindungan Masyarakat dan Polisi
Pembantu pengelola Barang

Pasal 47
(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah
Kabupaten Serang;

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi bukti kepemilikan atas
nama Pemerintah Kabupaten Serang,

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan
bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang,

Pasal 48
Bukti asli kepemilikan barang milik daerah berupa Sertifikat, BPKB dan surta
perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah wajib disimpan dengan
tertib oleh pembantu pengelola.

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 49

Pengelola dan pengguna barang dan/atau Kuasa pengguna barang bertanggung
jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dibawah penguasaannya.

Pasal 50

(1) Perencanaan Pemeliharaan Barang daerah ditetapkan dalam anggaran melalui
2 (dua) tahap sebelum RAPBD ditetapkan dan setelah RAPBD ditetapkan;

Perencanaan pemeliharaan sebel RAPBD di sebagaimana
@ dimaksud pada ayat (1) dlsusu‘rllm oleh mm.m dengan

sarana prasarana
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(4) Perencanaan  pemeliharaan gedung yang digunakan oleh
ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 51

Pelaksanaan pemeliharan barang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal
50 berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang
telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Pasal 52

(1) Pengguna barang membuat daftar membuat daftar hasil pemeliharaan barang
dalam lingkungan wewenangnya dan melaporkan kepada Walikota melalui
Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan;

(2) Daftar hasil pemeliharaan sebagaiman dimaksud dipisah menjadi :
a. Pemeliharaan yang menambah nlai barang/aset (rehabilitasi yang
dikapitalisasi);
b. Pemeliharaan yang tidak menambah nilai barang/aset;

(3) Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah meneliti laporan dan menyusun
daftar Hasil Pemeliharaan Barang vang dilakukan dalam 1 (satu) tahun
anggaran;

(4) Daftar Recana kebutuhan pemeliharaan barang dan laporan hasil pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ditandatangani oleh Pengguna
Barang selaku Kepala SKPD dan dijadikan sebagai bahan evaluasi.

BAB VIII
PENILAIAN
Pasal 53

|
l Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan recana
Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 54

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Daerah
dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). *#

Pasal 55
@
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() Pentian yang alan digonakan untuk kepentngan kerasama deagen PEAK
' mkarnenukarpaqualanbarangmﬂlkdaerahdapatdﬂlmd@
| penilaian independen yang resmi dan/atau sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
(5) hasil penilaian barang milik daerah seba
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

gaimanadimaksudpadaayat(z)

BAB IX
PENGHAPUSAN
Pasal 56

Penghapusan barang milik daerah meliputi
a. Penghapuan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna; dan

b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.

Pasal 57
(1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksdu sudah tidak
berada dalam penguasaan pengguna dan /atau kuasa penguna;

(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaiman dimaksud pada pasal 56 huruf
b, dilakukan dalam halbarang milik daerah dimaksud sudah beralih

kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karean sebab-sebab lain;

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 58

(1) Penghapusan barang tidak bergerak dengan alasan-alasan sebagai berikut :
_ Rusak berat, terkena bencana alam/ force majeure;

tidak dapat digunakan secara optimal (idle);

Terkena Planologi Kabupaten;

Kebutuhanorganisasi karena perkembangan tugas;
Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensidan memudahkan koordinasi;

Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

V)

mo on o

(2) Penghapusan barang bergerak alasan-alasan berikut :
a. Pertimbangan teknis, antara lain :
1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak
ekonomis bila diperbaiki;
2) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
3) Telah melampaui batas waktu kegunaan/kadaluarsa;
4) Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan -
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. Karena hilang kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan:
| per aan atau yang disebabkan:
1) Kesalahan atau kelalaian penyimpanan barang/bendaharawan barang
dan atau pengurus barang;
2) diluar kesalahan/kelalaian penyimpan barang/bendaharawan barang
dan/atau Pengurus Barang;
3) Mati, bagi tanaman atau hewan ternak;
4) karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force mejeure).

Pasal 59

@) Penghapusan barang milik daerahdengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan
apabila barang milik daerah dimaksud :
a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat

dipindahtangankan;

b. Alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pengguna Barang dengan Keputusan Walikota;

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tuangkan
dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan Kepada Walikota.

Pasal 60
(1) Barang milik daerah yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis
dilakukan melalui :
a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat
dipindahtangankan;
b. Alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Pelelangan umum sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
oleh Panitia Pelelangan Pemerintah Daerah;

(3) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
oleh Panitia Pelelangan Pemerintah Daerah;

(4) Hasil Pelelangan umum/ pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (1) huruf
a, disetor ke kas umum daerah.

Pasal 61

Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah
dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat
persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain
tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 62
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dan/ atau disumbangkan/ dihibahkan atau dimusnahkan;

Apabila akan dﬂakukﬁn lelangterbatas, Walikota membentuk panitiz
pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap
bamngyanghelahdihapuskandaridafu'ainvemaﬁsbarangnﬁlikdaemh: _

E Khususpenghapusanunmkbarangbergerakkarenansakberatdanhda_k
dapatdipergumkanlagiseperﬁalatkanmrdanalatnmuhtanggayangsq'ans
termasuk kendaraan khusus/lapangan seperti alat angkutan berupa kendaraan
alat besar/berat, mobil jenazah, truk, ambulance atau kendaraan lapangan
lainnya ditetapkan penghapusannya oleh pengelola setelah mendapat
persetujuan Walikota.

Pasal 63

(1) Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab
total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifainya mendesak dan
membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(2) Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat

dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan

Walikota;

(3) Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung dimaksud pada ayat (2)

adalah sebagai berikut :

a Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi kontruksi banguna gedung
sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya
bangunan tersebut;

b. Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi,
banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak memerlukan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila : -

a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/ penataan Kabupaten;

b'l‘hmsdﬂnpushnkamanggmnunmkbmgumnpenggmﬁm&ﬁ
disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggara;

¢ Diperuntukan bagi pegawai negeri;

d. aiperuntukan bagi kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan

alikota;

. Dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak

layak secara ekonomis.

Pasal 66

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ]
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), ditetapkan denga Keputusan g
Walikota. 3

|

Pasal 67

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/ataubangunan yang ‘
bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). dilakukan oleh !
pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

Bagian Kedua
Penjualan
Pasal 68
(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;
b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal
tertentu;
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
b. Penjualan rumah golongan I1I, dan p
c. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh p

A1
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Paragraf 1
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
¥ Pasal 69
@ apen’“al"‘ kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
Yat (3) huruf a, dilaksnakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan
Perorangan dinas yang dipergunakan oleh Walikota dan oleh Wakil Walikota;

3) Peni_ualan kendaraan perorangan yang dipergunakan oleh Walikota dan wakil
Walikota yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada
yang bersangkutan setelah masa jabatan berakhir;

(4) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 adalah Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai masa
jabatan 5 (lima) tahun dan/atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan
perorangan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;

(5) Penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari
yang bersangkutan;

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud ditujukan kepada Panitia Penjualan
kendaraan Perorangan Dinas;

(7) Panitia penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(8) Panitia Penjualan kendaraan perorangan dinas bertugas meneliti dari segi
administratif/ pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu '
kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual |
kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lainnya yang dipandang l|
perlu;

(9) Hasil penelitian panitia p

enjualan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Paragraf 2
Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan
Pasal 70

(1) Kendaraan dinas operasional jabatan yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat
dihapus dari barang inventaris milik daerah;

(2) Jenis kendaraan dinas operasional jabatan yang dapat dilakukan
njualan/ pelelangan terbatas adalah jenis sedan, Jeep, Station Wagon,

Minibus, Pick up, dan jenis kendaraan bermotor roda 2 (dua);
(3) Walikota menetapkan umur kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan memperhatikan ketersediaan kendaraan pengganti sesuai keman

keuangan daerah dan kelancaran pelaksanaan tugas; -
(4) Penj kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan
dilaksanakan setelah diihapus dari daftar inventaris barang mult h;

Scanned by CamScanner



a. Administratif/ pemilikan kendaraan;
b. Keadaan fisik kendaraan;

¢. Kemungkinan mengganggu kelacaran tugas dinas;
d. Efisiensi penggunaannya;

3 Biaya operasional;

(2) Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk berita acara;

(3) Apabila memenuhi syarat Walikota menetapkan Keputusan tentang
penghapusan kendaraan dinas operasional Jabatan;

Pasal 73

_Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional
jabatan adalah Pejabat Pemegang Kendaraan yang ditetapkan dengan keputusan

Walikota.

Pasal 74
terbatas terhadap kendaraan dinas

1) Yang dapat mengikuti pelelangan
& P & P &
egeri Sipil yang telah mempunyai masa

operasional adalah Pejabat/Pegawai N
kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

(2) Masa kerja yang dimaksud pada ayat (1) adalah masa kerja keseluruhan sebgai

Pegawai Negeri Sipil;
3) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana d

kepada :
a. Pejabat/Pegawai yang akan memasuki masa pensiun kurang atau sama

dengan 3 (tiga) tahun lagi ;
b. Pejabat/ Pegawai pemegang kendaraan;

Pejabat/Pegawai yang lebih senior
a DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5

imaksud pada ayat (1) diprioritas

c.
d. Ketua DPRD dan wakil ketu

(lima) tahun.
@) Pejabat/ Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
iabat/ pegawai eselon II, eselon 11, eselon IV, eselon V sesuai

kendaraan yang diperkenankan;
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umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan

Walikota,

(3) Penghapusan dan/atau Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), jika sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu
kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 76

(1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan penjualannya dilakukan
melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;

(2) Pelelangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Kantor Lelang Negara.

(3) Penentuan harga dasar pelelangan umum disesuaikan dengan peraturan yang
berlaku pada kantor lelang Negara;
(4) Apabila dilakukan dengan pelelangan terbatas peserta yang dapat
mengikutinya adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai
masa kerja sekurang-kurangnyal0 (sepuluh) tahun; |
(5) Masa kerja yang dimaksud pada ayat (1) adalah masa kerja keseluruhan
sebagai Pegawai Negeri Sipil;
(6) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritas
kepada
a. Pejabat/Pegawai yang a
dengan 3 (tiga) tahun lagi

b. Pejabat/Pegawaipemegang kendaraan;

¢. Pejabat/Pegawalyang lebih senior;

d. Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5
(lima) tahun,

(7) Pejabat/ Pegawaisebagaiman dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah
pejabat/ pegawai eselon 11, eselon 111, eselon IV, eselon V sesuai dengan jenis
kendaraan yang diperkenankan;

@)WM"’" sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf ¢ adalah
pw/pqwdbadmrkanmfwﬂurufKepangkatan(DUK)Mdl 1ar
pqdldudmﬂ,mm,endonw,esdmv. 3

kan memasuki masa pensiun kurang atatu sama

Pasal 77
an oleh yang ditetapkan d : '
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a. Rumah dmas daerah golongan I (rumah ]abatan),
b. Rumah dinas daerah golongan II (rumah Instansi); dan.
¢ Rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

Pasal 80

(1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya
sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada
pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah
golongan IJ;

(2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas
golongan I, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran;

(3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas
daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 81

(1) Rumah dinas yang dapat dijualbeliakan, adalah sebagai berikut :
a. Rumah dinas daerah golonganll yang telah dirubah golongannya menjadi
Rumah dinas daerah golongan I1I;
b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun
atau lebih, dapat dijual/ disewa belikan kepada pegawai;

(2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa
kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau

memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau
pemerintah pusat;

(3) Pegawai yang dapat membeli rumah dinas adalah penghuni pemegang Surat
Ijin Penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh Walikota;

(4) Rumah dinas dimaksud tidak dalam sengketa; dan

(5) Rumah dinas daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh
Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak atas tanah tersebut harus

diproses tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 82

1) Penj rumah dinas gol Il beserta atau tidak beserta t:
s e o e S

U

E
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Pasal 83 '
@ Pemim?ahtangamn barang milik daerah berupa tanah dan/atau
melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pe
menguntungkan daerah;
(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan/atau
harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk
dengan Keputusan Walikota atau dapat dilakukan oleh panitia lembaga
independen yang bersertifikat di bidang penilaian Aset;
(3) Proses pelepasan Hak atas tanah dan/atau bengunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan atau tender;
(4) Apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan
dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam berita acara;
(5) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar
dilakukan langsung dengan pihak ketiga (tidak dilakukan pelelangan/tender)
dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 84

Motivasi pelepasan hak dengan ganti rugi antara lain :

a. Terkena planologi berdasarkan Rencana Umum  Tata Ruang
Kabupaten/Wilayah (RUTRK/W);

b. Belum dimanfaatkan secara optimal (Idle);

¢. Tanah dan bangunan Pemerintah daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan
peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga
tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas;

d. Menyatukan Barang/aset yang lokasi terpencar untuk memudahkan
koordinasi dan dalam rangka efisiensi;

e. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

Pasal 85

Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Panitia yang

ditetapkan oleh Walikota bertugas :

a. Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan
tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau
dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah;

b. Menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebut d

berpedonmnpadahargadasar/umumN]OPtamhyangbuhku -

untuk bangunannya, panitia dapat meminta Penilai indepe
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Pasal 87

(1) Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut ~diatas selanjutnya ~ditetapkan
Keputusan Walikota tenteng pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan
dengan cara ganti rugi atau tukar menukar tersebut;

(2) Pada lampiran Keputusan Walikota tersebut diatas harus memuat data atas ".‘
tanah dan/atau bangunan yakni letak /alamat, luas dan tahun perolehan, nama
dan alamat pihak ketiga dan besar nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar
tanah dan/atau bangunan tersebut;

@) B‘:?rdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuatkan Berita Acara Perjanjian Bersama serah terima tanah dan/atau

gunan yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan menerima pelepasan
tanah dan/atau bangunan tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai
ketentuan yang berlaku, data tanah dan/atau bangunan, hak an kewajiban
kedua belah pihak, ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu.

Pasal 88
Pelepasan hak atas tanah dan bangunan serta penghapusan dari daftar inventaris
barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah harga
penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

Pasal 89

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83,84,85,86 dan 87 tidak berlaku
pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumaha pegawai negeri;

(2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan
oleh Walikota.

Paragraf 6
Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah, Bangunan dan Kendaraan
Pasal 90

(1) Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau bangunan dilaksanakan
oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota;

(2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Al
dengan ketentuan sebai berikut : ':
a. Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
b. Pengelola mneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh
sesuai dengan kewenangannya;
¢. Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menye
usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam
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1) Alat bengkel dan alat ukur;
2) Alat kantor dan alat rumah tangga;
3) Alat-alat pertanian/ peternakan;
4) Alat-alat labolaturium;
5) Alat studio dan alat komunikasi;
6) Alat keamanan;
7) Limbah/rongsokan bekas eks kendaraan bermotor/alat-alat berat dl.
¢. Jalan, irigasi, jaringan dan instalasi : :
1) Peralatan penerangan jalan umum (PJU) seperti tiang PJU, stang PJU |
dan lailn-lain bagian dan barang bekas penerangan jalan umum yang N
layak dijual; |
2) Bagian dari jembatan;
3) Barang bekas jalan, irigasi dan jaringan;
4) Barang instalasi.
d. Aset tetap lainnya :
1) Hewan dan tumbuhan;
2) Aset lain-lain yang layak dijual.
(4) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat

persetujuan Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
sebagaimana diatur dalam Pasal 65.

Pasal 91

Tatacara penjualan Barang Milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
dilakukan oleh pengelola dibantu oleh pembantu pengelola barang milik daerah
dan panitia penjualan.

Pasal 92

(1) Pengumuman penjualan dilakukan melalui media papan pengumuman
Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari kerja, apabila dalam tiga hari kerja
tidak ada yang berminat maka pengumuman ditambah selama tiga hari kerja;

(2) dalam waktu tersebut tetap tidak ada yang mendaftar maka penjualan barang
sebagaimana dimaksud akan dilakukan tinjauan ulang mengenai layak atau
tidaknya barang tersebut untuk dijual;

(3) Apabila hasil penelitian tinjauan ulang mengatakan tidak layak maka barang
tersebut dapat dimusnahkan dan/atau dihibahkan sesuai dengan tata cara
pelaksanan hibah barang milik daerah;

(4) penentuan harga dasar ditaksir oleh panitia dan dapat melibatkan SKPD teknis
untuk memperoleh harga dasar tersebut;

(5) Apabila dalam satu item barang yang akan dijual peminatnya le
(satu) orang maka yang dapat membeli barang tersebut adalah
menawar dengan harga tertinggi;
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; (Bl:lUTRK/ w);
um dimanfaatkan secara optimal (Idle); _
f. Tanah dan bangunan Pemerintah daerah yang sudah tidak cocok lagi
dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua
sehingga sudah tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas;
g Menyatukan barang/aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan
koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
h. Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerahsebagai akibat
' pengembangan organisasi;
i. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan
Hankam.
(2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
b. Antara Pemerintah Daerah;
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah
lainnya;
d. Swasta.

rencana strategis

Pasal 94

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :

a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD
kepada Walikota;

b. Tanah dan/atau bangunan yang masih  dipergunakan untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai
dengan tata ruang wilayah atau penataan Kabupaten;

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
dipertukarkan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh
Walikota sesuai dengan batas kewenangannya;

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota;

(4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan

oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang. '
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taskewﬂ\angannyasehelahmendapat persetujuan alikota; -

f. P%anmmahmﬁmabmmgyangdﬂepasdmbarangmsﬂ‘ﬁm
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima barang.

! Pasal 96

Tukar menukar barang barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

94 ayat (1) huruf ¢, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan
dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian panitia ditetapkan
dengan keputusan Walikota;

b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar
menukar dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengelola
dapat mempertimbangkan untuk menyetujui  sesuai dengan batas

kewenangannya;
d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan

pengelolaan; dan
e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam berita serah terima.

Pasal 97

(1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dan antar
Pemerintah Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih

dimaksud dapat dihibahkan;
(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara hibah.

Bagian Keempat
Hibah
Pasal 98

(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan sosial keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, seperti : -

a. Hibah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan '
untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan sej

dan;
1 Daerah Kepada Pemerintah Pusat
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Pasal 99
Hibah Barang Milik Daerah dapat berupa :
a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Penggmnfl(epﬁ
satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Walikota melalui Pengelola;
b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggarannya,

dilaksnakan setelah mendapat persetujuan Walikota;

. Selain Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD
kepada Walikota; dan

d. Selain Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan
untuk dihibahkan.

Pasal 100

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, ditetapkan dengan
Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2);

(2) Hibah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, ditetapkan dengan
Keputusan Walikota;

(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf ¢ yang bernilai diatas Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota
setelah mendapat persetujuan DPRD;

(4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d dilaksanakan oleh
pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 101

Tata cara pelaksanaan hibah sebagai berikut :

a. Pengelola barang mengajukan usul hibah atas tanah dan/atau bangunan
kepada Walikota disertai penjelasan dan kelengkapan data;

b. Walikota dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana
pelaksanaan hibah dengan memperhatikan kepentingan sosial, amaar
kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan;

c. Apabila Walikota menyetujui atas usul hibah /pemindahtanganan ta
dan/atau bangunan dimaksud dan dituangkan dalam Berita Acara Hibah;

d. Pengguna mengajukan usul hibah selain tanah dan/atau bangunan

Walikota melalui pengelola disertai dengan
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Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 102

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan
dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha
Daerah atau badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh daerah;
(2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh WALIKOTA setelah
mendapat persetujuan DPRD;

(3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 103

(1) Pertimbangan penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah
yang sejak awal pengadaannya direncakan untuk penyertaan modal dan
barang milik daerah akan lebih optimal apabila dilakukan melalui penyertaan
modal;

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan terhadap tanah dan/atau
bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna Kepada WALIKOTA atau
terhadap tanah dan/atau bangunan yang sejak awal direncanakan untuk
penyertaan modal;

(3) Penyertaan modal Pemerintah daerah dapat juga dilakukan terhadap barang

milik daerah selain tanah/atau bangunan.

Pasal 104

Tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah atas tanah dan/atau bangunan :
a. Pengelola mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah daerah atas tanah
dan/atau bangunan kepada Walikota disertai alasan pertimbangan serta

kelengkapan data;
Walikota membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan

oleh pengelola;
Apabila Walikota menyetujui rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya

Walikota mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk
menghapus/ memidahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai

penyertaan modal;
Setelah mendapat persetujuan DPRD, Walikota mnetapkan penghapusan

terhdap aset tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan peraturan

daerah tentang penyertaan modal tersebut;
Setelah peraturan daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang

dengan Berita Acara Serah terima kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan

modal;
f. Pelaksanaan penyertaan modal dilakukan sesuai perundang-undangan.

Pasal 105

an modal selain tanah dan/atau bangunan :
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PENATAUSAHAAN
Bagian kesatu
Pembukuan
Pasal 106

Setiap pengguna barang/kuasa pengguna barang wajib
daerah pada :

Buku/Kartu Inventaris Ruangan;

Buku/Kartu Inventaris Barang A Tanah;

Buku/Kartu Inventaris Barang B Mesin dan Peralatan;
Buku/Kartu Inventaris Barang C Gedung dan Bangunan;
Buku/Kartu Inventaris Barang D Jalan Irigas dan Jaringan
Buku/Kartu Inventaris Barang E Aset tetap lainnya;
Buku/Kartu Inventaris Barang F Konstruksi dalam pengerjaan;
Buku/Kartu Inventaris Barang (KIB) lainnya.

mencatat barang milik

e o an o

Pasal 107

Setiap barang wajib diberi kodefikasi barang milik daerah sebagaimana tercantum
' dalam Lampiran Peraturan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 108

ng harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik

(1) Pengguna Bara
ah, bangunan dan/atau kendaraan yang berada dalam

daerah selain tan
penguasaanya;

(2) pembantu Pengelola Barang menyimpan dokumen asli kepemilikan tanah,
bangunan, kendaraan serta surat berharga lainnya.

Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 109
(1) Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Bertanggung Jawab untuk
menghimpun hasil inventarisasi barang; s
(2) Pengguna bertanggung jawab untuk menginventarisasi

Barang
baranginventaris yang ada dilingkungan tangngung jawabnya;
(3) Daftar Rekapitulasi Inventaris sebagaimana dimaksud pada
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Pelaporan

Pasal 111

Pembantu Pengelola Barang milik Daerah bertanggung jawab untuk menyusun
dan menghimpun seluruh laporan mutasi Barang secara periodik dan Daftar
Mutasi Barang setiap tahun anggaran dari semua satuan kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan status kepemilikannya.

Pasal 112

(1) Pengguna Barang membuat laporan kepada Pembantu Pengelola Barang W
sebagai berikut :

a. Laporan semesteran dan tahunan keadaan barang yang disebut Laporan
Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna
Tahunan (LBPT) mencakup keseluruhan barang yang tercatat pada SKPD;

b. Laporan hasil pengadaan setiap akhir tahun;

¢. Laporan rencana kebutuhan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) huruf a dan ¢;

d. Laporan rencana Kebutuhan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3) huruf a;

e. Membuat laporan barang habis pakai dan persediaan barang semesteran
dan tahunan;

f. Membuat laporan barang dalam pengerjaan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dimanfaatkan :

a. Laporan Rekapitulasi hasil pengadaan digunakan sebagai lampiran
pertanggungjawaban keuangan daerah kepada DPRD tahun berjalan;

b. Laporan LBPS, LBPT, Konstruksi alam pengerjaan dan barang habis pakai
serta rincian hasil pengadaan digunakan sebagai dasar penyusunan neraca

mda;

c. 5poran Rencana Kebutuhan barang digunakan sebagai lampiran
pembelian barang pada tahun berjalan dalam rangka pengajuan RAF BD
tahun berikut maupun perubahan APBD tahun berjalan; e

d. Laporan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan barang sebagai dasar klarifi
ada tidaknya penambahan nilai barang. i

ui pengelola barang; .

S
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Pasall3

(1) Satuan Kerja Perangkat Dacrah (SKPD) melakukan rek

gulan 1atas data Barang Milik Daerah antara Penyi » pan Bare r
engelola Keuangan; ) y .
(2) Rekonsiliasi internal pada tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ay

dilakukan dalam rangka proses pengiriman data BMD secara bulanan ke
Pembantu Pengelola dan ditembuskan kepada Dinas Pengelola Keu
Daerah cq. Bidang Akuntansi.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Data
Pasal 114

(1) SKPD melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMD dengan Pembantu
Pengelola setiap triwulan;

(2) Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal pada tingkat SKPD
sebagaimana dimaksud pada pasal 113;

(3) Rekonsiliasi data BMD Kota Serang dilakukan antara Bagian Pengelolaan Aset
Daerah selaku Pembantu Pengelola dan Bidang Akuntansi DPKD selaku
penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

(4) Rekonsiliasi data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap
semester.

Bagian Ketiga
Penyajian Hasil
Pasal 115

(1) Hasil pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMD sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), (2), (3) dan (4) dituangkan dalam Berita
Acara yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan pemutakhiran
dan rekonsiliasi data BMD; R

(2 Hasil pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMD sebagaim
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam catatan atas laporan Keua

dan/atau Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah pada Laporan

SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang;

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEN
Bagian Kesatu -
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2) Pembi . = -
@ embmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha atau kegiatan -
melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi; R
©) iembmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha atau
egiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
@ Penggunaan barang melakukan pemantauan dan penertlban terhadap
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganar, penatausahaan, pemeliharaan,
dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya,
(5) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat €]
dilaksanakan oleh pengguna;

(6) Pengguna dan kuasa pengguna
fungsional untuk melakukan audit tindak

parang dapat meminta aparat pengawasan
lanjut hasil pemantauan

penertiban;
(7) [Pengguna dan kuasa pengguna barang me
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;
(8) Pengelola Barang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan
pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMD terhadap Pengguna /Kuasa

Pengguna Barang;

(9) Pengguna Barang melakukan pe
pemutakhiran dan rekonsiliasi
Barang pada SKPD masing-masing; :

an dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat 8) :

mbinaan dan pengawasan atas pelaksanaan
data BMD terhadap penyimpan/pengurus

(10)Pembina
meliputi, namun tidak terbatas pada :

a. Kepatuhan Pelaksanaan;
p

b. Ketepatan waktu;

¢. Kelengkapan dan kebenaran data;
d. Tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam rekonsiliasi.

(11)Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dapat meminta bantuan Inspektorat dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(10);
(12)Pengelola berwenang ur

tuk melakukan pemantauan dan investasi atas
pelaksanaan panggunaan, pamanfaatan, dan pamindahtangan barang milik

|
1| daerah, dalam rangka penertiban penggunaa, tan dan
' pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang

| berlaku;
(13)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta

aparat pengawas fungsional untuk melakukan auditatas

(14)Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di

TR | o Tl acrdd xr
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(1) Penglon Barang menyampaian nforrst peaksansn s
rangka pengendalian awal iran data dan rekonsil
data BMD, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas akhir pelaks:
Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMD;

(2) Dalam rangka i takhiran dan rekonsiliasi data

pengendaliam pelaksanaan pemu
BMD, Pengelola Barang melakukan pemantauan secara berkala atas
g:ﬂaku pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMD sesuai ketentuan yang

(3) Sebagai tindak lanjut atas pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pengelola Barang berwenang untuk :

a. Menerbitkan surat peringatan kepada Pengguna Barang yang tldak
menyampaikan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan/atau tidak
melaksanakan pemutakhiran dan rekosiliasi data BMDdengan pengelola
barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD
yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

c. memberikan rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan SP2D
kepada BUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dilaksanakan 5 (lima) hari setelah batas akhir pelaksanaan pemutakhiran dan
rekonsiliasi data BMD, dengan mempertimbangkan tingkat resiko pelaksanaan
pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMD pada masing-masing SKPD;

(5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf ¢
dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan mempertimbangkan
tingkat resiko pengelolaan BMD dan penyerapan APBD.

BAB XIV

PEMBIAYAAN
Pasal 118

(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolan barang daerah, disediakan
anggaran yang dibebankan pada APBD;

ARy — T
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- Pasal 119 .
(1) Penyimpan bara lalai melaksanakan kewajibannya dan meng
k*wnhmsmngm.mmn dikenakan tuntutan porb‘ndlhlmj araan;

(2) Pengurug barang yang lalai/mengakibatkan kerugian doerah

(3) Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pada seorang penyimpan
barang atau bendaharawan barang lalai membuat perhitungan, yang telah
diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dikenakan
tuntutan perbendaharaan biasa;

@) D_alam hal bendaharawan barang meninggal, melarikan diri atau berada
dibawah pengampunan, lalai membuat perhitungan yang telah diberikan
teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1(satu) bulan belum menyampaikan
perhitungan dikenakan ganti rugi barang milik daerah;

(5) setiap kerugian daerah kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas
pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(6) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana
sesuai peraturan perundang-undangan;

(7) Tata cara tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

BENTUK DAN JENIS FORMAT SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

Pasal 120

(1) Bentuk dan jenis format sistem dan prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan;

(2) Bentuk dan jenis format sistem dan prosedur sebagaiman dimaksud ayat (1)
pasal ini, dapat dilakukan perubahan dan atau disesuaikan dengan kebutuhan
yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 118

yang berada dalam penguasaanya Pemerintah Daerah
kepentingan Pemerintah Daerah, pengelolaannya n
ori c erall;

(1) Barang

1
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(2) Penyelesaian dokumen Kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
, dilaksananakn oleh pengguna dan/atau pengelola barang;
i (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2),
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 120
Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait ~dengan ,
pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfataan, bangun guna serah {

dan/atau sedang dalam proses

dan bangun serah guna) yang sudah berjalan
tetap dapat dilaksanakan sesuai i

sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini,
dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 121

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah Kota Serang.

Agar setiap orang mengetahuinya,
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 November 2010

' WALIKOTA SERANG,

BUNYAMIN
i Diundangkandi Serang
pada tanggal 9 November 2010

GEKRETARIS DAERAH
TA SERANG,
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